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MARS BPK
Wahai Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Hayatilah Dan Amalkan Pengabdianmu
Dengan Menjunjung Tingggi Independensi
Integritas Dan Profesionalisme

Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab

Keuangan Negara
Demi Bangsaku Indonesia
Tanah Air Tercinta
Kami Siap Jiwa Dan Raga
Mengabdi Untuk Negara
Tegar
Takkan Gentar
Menjaga Mengayomi Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila

(Kembali Ke Awal)

Dengan Semangat Pancasila

MARS & HYMNE BPK

HYMNE BPK
Kami Sang Abdi Negara
Mengemban Tugas Mulia
Untuk Tanah Air Tercinta

Demi Bangsaku Indonesia

Kami Siap Jiwa Dan Raga

Mengabdi Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar

Menjaga Harta Negara

Dengan Semangat Pancasila

Kami Sang Abdi Negara

Badan Pemeriksa Keuangan
Bersumpah Dengan Hati Yang Kuat

Selalu Ada Untukmu Indonesia

(Ref)

Kami Siap Jiwa Dan Raga
Mengabdi Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar

Menjaga Harta Negara

Dengan Semangat Pancasila

(Back To Reff)

Dengan Semangat Pancasila (2x)
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VISI

Menjadi pendorong pengelelaan keuangan negara
untuk mencapai tujuan negara melalui
pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

MISI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah secara bebas dan mandiri

Melaksanakan tata kelola organisasi yang
berintegritas independen, dan professional

TUJUAN
STRATEGIS

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam
rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah
untuk mencapai tujuan Negara

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam

mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk
mencapai tujuan Negara o
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RENCANA STRATEGIS
2016 S.D. 2020

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan vang lebih baik dengan fokus
kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan
proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDA, BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun
2016 — 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-
XIIL2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon

I dan Eselon Il di Lingkungan Badan Pemeriksa Kenangan Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra
BPK RI vang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/T-XII1.2/12/2015,
tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 — 2020
berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIIL.2/8/2016
tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 — 2020 memuat visi,
misi, fujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan
amanat Undang-Undang vaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara.
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KETUA BPKRI
Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,
CA., CPA.

WAKIL KETUA BPK RI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

i
ANGGOTA | BPKRI ANGGoT’I*( NERXRI ANGGOTA Ill BPKRI
Dr. Agung Firman Sampurna, s Al\%l-:c{? Aolzrixom' Achsanul Qosasi

S.E., M.Si.

ANGGOTA VIl BPK RI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi,
CFr.A., CA.

ANGGOTA IV BPKRI = ANGGOTA V BPKRI ANGGOTA VI BPKRI
Prof. Dr. H. Rizal Djalil ’ Ir. Isma Yatun, M.T. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.
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TUGAS DAN WEWENANG &
ANGGOTA BPK

be:;:madﬂngﬁn“’:hlltehn,uhn
pembinazn tazas Direltorat Tama
Peorancanaan Fvaluas, dan
Pongembangan Pemertkszan Kauangan
Iegara berzama dengan Wakil Ketua

#> pembmazn tugaz Sekretanat Jenderzal,
Direltorat Utama Pembinaan dan
Penzambanzan Hokum Pemeriksaan
Eeuangan Negara dan Inspeltorat
Tiama;

> proses Majehs Tuntotan
Perbendaharaan:

# pembinazn pemertksaan wrvestigatf
bersama dengan Ketua; dan

# pembmazn tugas Dirskdorat Utama
Perancanaan, E*lm:lnam, dan

Kemenko Bidang Polink, Huloon,
dan Keamanan:

Eementerian Luar Megen;
Eementerian Hukum dan HAM:
Eementerian Pertzhaman:
Eementerian Perhubimgan;
F.ejaksaan BRI

Badan Intelijen Negara;

Badan Narkotika Nasional;
Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

Lembaga Ketahanan Nasional;
Lembaga Sandi Negara;
Komnaz HAM;

Komiz Pemberantazan Tindak

Pidana Korupsi;

VY YWY VYVYVYY W

¥ ¥ ¥YY

Wakil Estua Melakzanakan: Pelaksana BPE dan para pemangkn
{merangkap #>  pemenke=aan pancelolzan dan tangeums . kepentmezan
Anpeota) Jjawab keuangan negara sacara wnum

bersama dengan Ketua;
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Anggota IT

3

» melaksanakan pemeri]:s-a,an

pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara; dan

memberikan pengarahan pemeriksaan
investigatif

melaksanakan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara; dan

melaksanzkan koordinasi pemeriksaan
ivestigatif

¥ ¥ ¥Y ¥

¥

L L

L L S

v

L U U L R

Pidana Kompsi;

EPT {lemmasuk EPT Dasrah
Provn K ahEaota);

Badan SAF Nasional,

Badan Nazional Penanggulangan
Terorizme; dan

Radan Pengawaz Pemilihan
Unumn,

Lembaga yvang dibentul: dan
terkait di lingkungan entitas
terzebut di atae.

Kementerian Koordinator Bidang
Perelonomian;

Kementerian Keuangan;
Kementerian Perdagangan;
Kementerian Perindustrian;
Kementerian Perencanaan
Pembangunan

Nazional BAPPENAS
Eementerian Koperazi dan TTEM;
Badan Koordinasi Penanaman
Modal;

Badan Puzat Statistilc;

Banlk Indonesia;

Otoritas Jaza Kevangan:

Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Kevangan;

PT Peruzahaan Pengelola Aszet
(termasuk pengelolaan aset-azet
eks BPPN oleh Kemenkeu);
Lembaga Penjamin Simpanan;
Badan Standardizasi Nasional;
Lembaga Kebijalean Pengadaan
Barang/JTasa Pemerintah; dan
Komizi Pengawas Persaingan
Usaha,

Lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas
tersebut di atas.

MPE., DPE, DPD. MA BPE, ME,
EY;

Kemenko Bidang Pembangunan
hianuszia dan Kebudayaan;
Kementerian Sekretariat Megara;
Sekretariat Kabinet
Kementerian Sosial;
Fementerian Pariwisata;
Kementerian Ketenagalkerjaan;
Kementerian Komunikazi dan
Informatika;
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¥ EKementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

¥ Eementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anale;

?» Eementerian Pemuda dan
Olahraga;

¥ Kementerian Rizet, Telenologi, dan
Pendidikan Tinggi;

P Eementerian Agraria dan Tata

Ruang;

Eementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan

Transtmigrasi;

Badan Pengawaz Tenaga Nuklir;

Badan Tenaga Nuklir Nazional;

Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologt;

Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia;

Lembaga Penerbangan dan

Antarilrza Nazional;

Perpustakaan Nasional RI;

Badan Mazional Penanggulangan

Bencana;

¥ Badan Pertimbangan Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

¥ Badan Kependudukan dan

Eeluarga Berencana Nasional;

Badan Kepegawaian Negara;

Badan Pengawasan Kevangan dan

Pembangunan;

Lembaga Administrasi Negara;

Arsip Nasional RT;

Pusat Pengelolaan Komplek

Gelora Bung Karno Jalkarta;

Puzat Pengelolaan Komplel

Eemayorat;

Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja;

Lembaga Petrriaran Publik BRT;

Lembaga Perriaran Publik TVRI;

Taman Mini Indonesia Indah;

Badan Informasi Geopasial;

Ombudsman RT;

Badan Pertanahan Nasional;

Badan Ekonomi Ereatif;

Lembaga yang dibentuk dan

terkait di lingkungan entitas

tersebut di atas.

Kemenlko Bidang Kemaritiman;

Kementerian Pertanian;

Eementerian Kelautan dan

Perikanan;

Kementerian Energi dan Sumber

Dava Mineral:

L w L ¥

W ¥

L A

v

L

Anggota IV ¥ melalksanalan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab
kevangan negara; dan

¥ memberikan pengarahan pemeriksaan
ivestigatif

L A
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Kementerian Pekerjaan Umum dan
Pemumahan Faloyat;
Kementerian Lingkungan Hidup
dan KEehutanan;

Badan Pengatur Hilir Migas;
Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo;

Lembaga yang dibentulk dan
terkait di lingkungan entitas
tersebut di atas.

Kementerian Dalam Negeri;

v

L . .

Anggota V ¥  melakzanakan pemerikzaan
pengelolaan dan tangoung jawab Kementerian Agama;
kevangan negara; Badan Pengusahaan Kawasan
¥  melakzanakan pemerikzaan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
pengelolaan dan tanggung jawab Sabang;
keuangan daerah; dan ¥ Badan Pengusahaan Kawazan
¥ memberikan pengarahan pemerikzaan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
investigatif Batam;
¥ Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura;
# Badan Nasional Pengelola
Perbatasan;
¥ Lembaga vang dibentul: dan
terkait di lingkungan entitas
tersebut di atas

¥ ¥y

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota,
dan Badan Usaha Milik Daerah di
Wilayah I yang terdiri atas:

Provinzi Aceh;
Provinzi Sumatera Utara;
Provinz Sumatera Barat;
Provinsi Riau;
Provingi Kepulanan Riau;
Provins Jambi;
Provinsi Sumatera Selatan;
Provinzi Benghulu;
Provinzi Kepulawan Bangka
Eelitung;
Provinsi Lampung;
Provinzi Banten;
Provinz Jawa Barat;
Provinzi DET Jakarta;
Provingi Jawa Tengah:
Provinzi DI Yogyakarta;
Provins Jawa Timur;
Lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas .
tersebut di atas.
Anggota VI # melaksanakan pemerikzaan Kementerian Kesehatan;

pengelolaan dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan

kevangan negara; Kebudayaan;

# melaksanakan pemerikzaan ¥ Badan Penyelenggara Jaminan
pengelolaan dan tanggung jawab Soszial (BPJS Kesehatan dan BPIS

kenangan daerah; dan Eetenagakerjaan);
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memberikan pengarahan pemeriksaan
imvestigatif

Angoota VII #  melaksanzkan
pengelolaan dan tanggung jawab
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Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Lembaga yang dibentuk dan
terkart di hinglimgan entitas
tersebut di atas.

Pemerintah Provingi, Kabupaten, Kota, -
dan Badan Usaha Milik Daersh di
Wilayah IT, vang terdin atas:

A U U

W

W

Provinzi Bali;
Provinzi Nusa Tenggara Barat;
Provinz Wusa Tenggara Timur;
Provinzi Kalimantan Barat;
Provinzi Kalimantan Tengah;
Provinzi Kalimantan Selatan;
Provinzi Ealimantan Tinour;
Provinzi Kalimantan Tftara;
Provinzi Sulawesi Barat;
Provinzi Sulawesi Selatan;
Provinsi Sulawesi Tengah;
Provinzi Sulawesi Tenggara;
Provinzi Gorontalo;
Provinzi Sulawesi Utara;
Provinsi Dialukou;
Provinsi Malukn Utara;
Provinsi Papua;
Provinsi Papua Barat;
Lembaga yang dibentuk dan
terkait di inglmgan entitas
tersehut di atas
Eementerian Badan Usaha Milik
Negara;
Satuan Kerja Khusus Pelzkzana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SEK Migas);
Badan Ussha Milik Negara dan
anzk perusahaan;
Badan Pembina Proyek Asahan dan
Otonita Pengembangan Proyvek
Azahan;
Lembaga yang dibentuk dan terkant
di linglungan entitas tersebut di
atas.
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Donor Darah Peringatah HUT BPK Ke-70



Pengantar Kepala Perwakilan

g SRR T R E
= -

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Segala puyt dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat

dan karumiaNva berkat 1zinva BPK RI Perwakilan Provins: Jawa Barat dapat menvusun Laporan
Kinenja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2017, yang merupakan laporan atas pencapatan kinenja
Perwakilan Provins: Jawa Barat selama tahun 2017.

Penvusunan Laporan Kinempa Tahun 2017 11 merupakan salah satu  bentuk
pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
MNegara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam
mengelola segala sumber daya vang dimiliki.

Pengukuran Kinerja Tahun 2017 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dalam
PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kineja (IKU) vang harus dicapai oleh
Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha

secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baitk sumber daya manusia,
keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan vang telah
kami rencanakan guna mencapai target IKU vang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak vang telah berperan serta
dalam penyusunan laporan tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, Semoga
bermanfaat.

Bandung, Januari2018

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa
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ARMAN SYIFA

Kepala Perwakilan

Pejabat
Fungsional
Pemeriksa

MoGonTU Kkatan - | Kesubbag.Hukum | Kasubbag.SDM [Kasubbag.keuangan | Kasubbag. Umum
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Profil Pejabat Struktural

ARMAN SYIFA
Kepala Perwakilan

Lahir di Garut, 4 April 1969 dan menyelesaikan pendidikan -3 Akuntansi STAM
pada tahun 1991, dan D-4 STAM pada tahun 1997, kemudian menyelesaikan
pendidikan S-2 Magister Akuntansi [Master of Accountancy) Case Western
Bezerve niversity pada tahun 2001.

Memulai karier di BPK pada tahun 1990 sebagai Administrasi Umum pada
Sekretariat Jenderal GPK RI di Jakarta. Pernah menjadi Auditor Pelaksana dan
Auditor Ahli Pertama serla Pemeriksa Madya pada Auditoral Ulama Kevangan
Megara 1, Kepala Sub Auditorat dan sekarang menjabat sebagai Kepala

Perwakilan pada BFK Perwakilan Provinsi Jawa Darat.

Lahir di Magelang, 08 Jum 1969 dan bergabung dengan BPRE R pada Lahun 1996,
Pada Lahwrn 1994 menyelesaikan pendidikan 51 pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Dipenegoro, dan Pazcasarjana Program Stodi Skontansi
Universitas Muhammadivah Jokarta, 9 Desember 2009, Jabatan yvang parnah
dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi BUMN Industri Strategi-2 tanggal 13
September 2006, Kepala Seksi VIILB.3.1 tanggal 24 Agustus 2007, Kepala Sub
Auditorat VII.D.3 tanggal 06 Maret 2009, menjabat sebagai Kepala Subauditorat
Aceh III, tanggal 25 Maret 2013, dan sekarang menjabat sebagai Kepala

Subauditorat Jawa Barat I pada BPE Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

ARI ENDARTO

Kepala Subauditorat
Jabar |

Lahir di Magetan pada tanggal 25 Maret 1964, Menyeleszikan pendidikan 5-1

SETYO PRAYITNO

Kepala Subauditorat

Jabarll

Manajemen di Universitas Taman Siswa pada tahun 1992 dan 5-2 Manajemen di
Universitas Budi Lubur pada tahun 2006. Memulai karier di GPK pada tahun 1993
sebagan Administrasi Urmum padaSchkretanat Jenderal BPE RL di Jakarta, Jabatan
vang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi Mabes Palri & BNMN pada
Auditorat Keuangan Megara [, Kepala S=ksi 1.B.3.3 pada Auditorat Utama
Keuangan Megara I, Kepala Sub Auditorar 1.3 pada Auditorat Utama Kewangan
Magara I, Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPE Perwakilan Provinsi Jawa
Barat, dan sejak akhir bulan Januan 2013 sampan sekarang menjabatl sebaga

kepala Subauditorat Jawa Barat 11,
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Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Dezember 1973, Menyelezaikan D-3 Akuntansi di
Sekalah Tinggi Akuntansi Menara pada tahun 1996, S-1 Akuntans di Universitas
Brawijaya pada Lahun 2001 dan 5-1 lmu Hukum di Universitas Indonesa Esa
Unggul pada tahun 2016. Memulai karier di BPY pada tahun 1999 =zebagai
Administrasi Urnum pada Auoditorat Utama Keuangan Negara I. Jabatan yang
pernah dipegang sehelumnya adalah Ketua Timm Senior pada Aaditorat Ltama
Keuangan Megara I, Kepala Seksi 1.B.3.1 pada auditerat Utama Keuangan Megara
I, Pengendali Teknis pada Subauditorat Jabar II BPE Perwakilan Provinsi Jawa
Garat, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subauditorat lJawa Garat 111 pada YOPHI SETIAWAN

RPK Perwakilan Prowvinsi lawa Barat, Kepala Subauditorat
Jabar lll

Luahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1962, Menyelesaikan pendidikan 5-1
Ekonomi Perusahaan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
pada tabun 1988, Memulal karicr di BPK pada tahun 1993 scbagai administrasi
Umurm di Biro Kepegawaian pada Sckretariat Jenderal BPE RI di Jakarta. Jabatan
vang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Scksi Komande Utama THI AD
pada Auditorat Kcuangan Megara I, Kepala Sub Bidang Pengawasan Khusus pada
Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus, Kepala Sub Bidang ILLA.Z
pada Inspektorat Utama, Kepala Bidang I.C pada Inspektorat Utama, Kepala

Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Musa Tenggara Timur, dan

TEGUH PRIYANTONO

. sejak akhir bulan Januwari 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala
Kepala Sekretariat

Perwakilan

Sebkretariat Perwakilan pada GPK Perwakilan Provinsi Jawa Darat.

Lahir di Jakarta pada 26 November 1976, Menyelesaikan pendidikan 5-1 Hukum b )

di Universitas Dipaneqoro pada tabun 2000, Mermuolai karier di BRPE pada tahon -y I.h
2003 sebagai Administrasi Umum di Giro Hukum dan Perundang-undangan pada ' = i! ]

Sekretariat Jenderal BPKE RI. Jabatan yang pernah diemban sebelumnya sebagai
Kepala Subbagian SDM di BPE Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan
sekarang menjabat sebagal Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala

Perwakilan di BPKE Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

DWI HENDIANTO
Kasubbag. Humas

dan TU Kalan
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Lahir ¢i Jakarta pada tanggal 15 Juri 1968, Menyelesaikan S-1 lmu Hukum di
Universitas Pancasila pada tahun 1993 dan S-2 Manajemen di STIE IGI pada
tahun 2000, Memulai karier di BFK pada tahun 1996 sebagai Administra=si Lmom
pada Bire Kepegawaian Sekretanat Jenderal BPE RL di Jakarta, Jabatan yang
pernah diemban antara lain Kepala Sub Gagian Hukum dan Humas di BPK
Parwakilan Provinsi KT lakarta, Kepala Sub Bagian Hukum dan Homas di BPE
Paerwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Suobbagian  Hukum Ji BPE
DONI ADI PRADANA Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang menjabat sebagai Kepala
Kasubbag. Hukum Subbagian Hukum di BPE Perwakilan Provinsi Jawa Barat,

Lahir di Palembang pada tanggal 16 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S-1
Teknik Pertambangan di Intitut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2004,
Memulai karier di BPK pada tahun 2007 sebagai Auditor Ahli Pertama pada
Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK RI. Jabatan yang pernah diemban
antara lain Kepala Subbagian Sekretariat Wakil Ketua pada Biro Setpim BPK RI,
dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia di BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

ANTHON M

Kasubbag. SDM

Lahir di Bandung pada 8 April 1954, Menvelesaikan pendidikan S5-1 Akuntansi di
Universitas Padjajaran pada tahun 1988, Memulai karier di BPK pada tahun 19910
sebagar Administras: Umum pada Oditeratl B, BPK KL Jabalan vang pernah
digmban antara lain Kepala Sub Bagian Yerifikasi, Kepala Sub Bagian Pembukuan,
Kepala Subagian Akuntansi I, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaparan I di Biro
ELLI HARTELI D. Keuangan pada Sakretariat Jenderal BPK RI dan sekarang menjabat sebagai

Kepala Subbagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kasubbag. Keuangan

Lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan 5-1 Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Veteran Republik Indonesia pada tahun
1992. Memulai karier di BPK pada tahun 1996 sebagai Pemeriksa pada Perwakilan
BPK RI di Makassar. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Subbagian
Umum dan TI pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Subbagian
Sekretariat Wakil Ketua pada Biro Setpim, dan sekarang menjabat sebagai Kepala

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

‘_“ WAWAN HADIAWAN

= \ o Kasubbag. Umum
; dan Tl
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Pemenuhan Kebutuhan DanHarapan
Pemilik Kepentingan

SS1
Meningkatnya
Pemanfaatan
Hasil
Pemeriksaan

Pengelolaan Fungsi
Strategis

SS3

Meningkatkan S84
SS2 Kualitas Hasil Meningkatkan

Meningkatkan Pemeriksaan Kualitas
Kualitas Pemantaua
Perencanaan TLRHP dan
Pemeriksaan Kerugian
Negara

Pertumbuhan dan Keuangan
Pembelajaran Organisasi

SS5 556 587
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan
Kualitas Kompetensi Kinerja
Organisasi di Pegawai di _Anggaran di
Lingkungan Lingkungan AK ingkungan AKN
AKN V v v

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian
Indikator Kinerja Utama
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Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan
Persentaze Penyelesalan Tindak
IKU1.1 | Lanjut atas Fekomendas: Hasil 65%
Pemenksaan
Persentase Penyampaian LHP
IKU12 | yang Mengandung Unsur Tindak | 100% Mengarahkan mengevaluasi
_ Pidana ke IPH dan memantan pelakzanaan
55 1. Meningkatuya tindak lanjut hasil pemeriksaan
Pemanfaatan Hasil KU 13 Tingkat Pemenuhan Permintasn 100%
Pemenksaan - Perhrfungan Kemugian Negara :
Tingkat Pemenuhan Permmtaan
UL Pemberian Keterangan Ahli e
Jumlah Bzhan Pendapat dan Merumuskan, mereviu dan
IKU 1.5 | Perimbangan vang Dimanfaatkan 1 menyiapkan bahan mmusan
Ditama Fevbang pendapat BPK
Tingkat  Konsiztensi  antara MMengarahkan dan mengevaluasi
§ 2. Meninglat] IKU2.1 | Rencana Pemeﬁ]maan dan 85% pemnmusan re.nc_aina kegiatan
Knalitas Perencanaan Pelaksanaan Pemenksaan perwakalan
Pemernksaan KU22 Fazioc Jumlzsh THPF Kinera 172 berdazarkan rencana ak= serta
| seluruh LHP o tugas dan fingsi perwakilan
/ K3 | pemenian Cualy ConrollQC) | 109, | Mengarabikan dan mengevaluasi
saat pemyusuman program dan
ndalian kegiatan i
Pemenuhan (Jualify Assurance . penge it Keg
: : : : MMengarahkan dan mengevaluas: /
’ KU 33 ;msk?t Ronsistensi dan Alrasi P /
enyajian LHP =
S5 3. Meningkatian ~ penyusunan IHFPS
Kualitas Hasil
Pemeriksaan Indeks Kepuasan Auwdifes atas -
fRU 34 Kinerja Pemenksza BPK 3
- - Mengarahkan dan mengevaluas:
KU 3.5 Ketetapan Waktu Penyampaian 100% kegiatan pemeriksaan sesuai
LHP dengan standar pemeriksaan
yang berlalm
Perzentase LHP yang digugat dan .
[KU 3.6 T e e e 100%
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'ﬁwm/emutMm Data

55 4 Memngkatkan | IET174.1 : : : _ 10004 Mengarahkan mengevaluasi
Kualitas Pemantauan Tindzk Lanjut Hastl Pemeriksasn dan mengkompilas kegiatan
TLFEHPF dan Kemgian K1 4.7 Jumlah Lzporan Pemantanan 56 dan hazil pemantauan

Negara ' Penyelesaian Kerugian Negara penyelesaian kerugian
Negara/daerah
Eetetapan Wakiu Penyampaian
Laporan Pemantauan .
fRU <3 Penyelesalan Kerugian Negara ke 100%
Ditama Fevbang
Hazill Evalpazm Itama  atas Mengarahkan dan mengevaluas
IKUS5.1 | Alkuntabilitas Kinerja Perwalalan A rencana akz dan kinerja
Provinsl Jawa Barat perwakilan
MMenparahkan mengevaluasi
KT 5.2 Tingkat Pemanfaatan Tekmologi 20 dan memantan keglatan
' dan Informaz - pengelolaan dan pemanfaatan
TI

88 5. Meningkatlan
fualtes Oreansas & | KU S3 | Jumlah Usulan Best.Practice

Perwakilan Provinsi T Temich 7

Jawa Barat IKU 5.4 Pﬁrﬂiﬁiﬂ SIeDArENGY™ Mengarahkan dan mengevaluasi
rencana aksi dan kinerja
Persentase Ketepatan Waktu perwakilan
Penvampalan Laporan .
KUSS | g puntailitas Kinerja Perwakilan 100%
Provinsi Jawa Barat
KT 5.6 Persentase  Ketepatan Walkto 100% Menyusun dan melaporkan
' Penyampatan L aporan Bulanan hasil kegiatan berkala
KU 5.7 Jumlah Media Helafion yang - Merumuskan, mereviu dan
" | Dilaksanakan - melaksanakan kegiatan humas
MMenparahkan mengevaluas:
KT 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan g% dan memantau kegiatan
' Prazarana ; pengelolaan dan pemanfaztan
Sarpras
Iingkat Kepatuhan Pegawa _ .
IKUS9 | terhadap Kode Etik dan Peraturan | 100% | " ciakukan Pembinaan dan
Lo Pengawasan kepada Pegawal
Perzentaze  Pemenksa  yang

L8 I'.'IEﬂJ.'EI.ngﬂ'.'ZEﬂ KU 6.1 Memenuhi Standar Jam Pelatihan 100%%

Kompetensi Pegawai Pemeriksa Mengarahkan, mengevaluasi

¢ d.li.ﬁgk:ﬂ;rgan . Pesenimse P ez vang dan me;iiudalil-:an };egiatan

ol | kU6 | Memenohi Standar Jam Pelathan | 0., at pegawal
awa arat | Tekmis/Manajerial (Mon -
Pemerikza)
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aa /. vemnglatian

Kinena Anggaran & Tingkat Kinema Implementan
Lingkungan IKU 7.1 | Anggaran di Lingingan

Perwakilan Provinsi Perwakilan Proving Jawa Barat
Jawa Barat

81%

Tahel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Mengarahkan dan mengevaluam
|pksanaan kematan lavanan
pe £ 3
admmistrasi pemeriksnan

P

Skor

Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi Kinerja ‘
Persentase Penyelesalan Tindak [ anjut atas Rekomendas - g "
IKU11 Iasil T 1 5% 61.23% 9420 ‘
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur o o
IKU12 Tindak Pidena ke TOH 100% 100% 10:0
KU 13 Tingkat Pemenuhan Permintasn Perhitmgan EKermgian 100% 101% 101
Negara
KU 14 lﬁlgkm Pemenuhan Permintasn Pemberian Feterangan 100% 1035 103
KULS Jumlah Bahan Pendapat dan Perimbangan vang i ) 100
' Dimanfaatkan Ditama Fevbang
Tmgkat Fonsistensi antara Fencana Pemeriksaan dan e o -
IKU21 Pelake P 1 85% 05% 103
IKU22 | Rasio Jumlsh LHP Kinerja seluruh LHP 17% 12,92% 103
IKU 31 | Pemenuhan Quality Control (QC) Pemenksaan 100% 08,20% 98,20
IKU32 | Pemenuhan Quality Assurance ((QA) Pemenkzaan 10055 80%% g0
IKU 33 | Tingkat Konsistens: dan Akuras) Penyajian LHP 100% y///ﬁ/////
IKU 34 | Indeks Kepuaszan Aunditee atas Kinerja Pemenksa BPK 3,70 431 103
IKU 315 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%% 60.36% 60,56
KU36 Perzentase LHF yang Digugat dan BPK Dinyatakan 100% 100% 100
Menang
Tingkat Kemutakhiwan Data [mndak Lanjut Hazl o o
IKU 4.1 P —_— 100% 100% 100
KT 47 Jumlah Laporan Pemantauan Pemyelesman Kemgian 55 se 100
Negara
KT 43 Eetetapan Wakiu Penyampalan Laporan Pemantauan 100% 67.96% 67.86

Penvyelezaian Keruglan Negara ke Ditama Revbang
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Haznl Evaluast [tama atas  Aluntabilifzs  Finerja

IKU 3.1 Pervrakilan Provinsi Javra Barat A A 100

IKU 52 | Tingkat Pemanfaatan Tekmologi dan Informas: 0% 75,6%9% 8461

IKU 53 | Jumlah Usulan Besi-Practice 100

IKU 54 | Persentase Penyebaran Besi-Practice 100
Perzentase Ketepatan Wakiu Penyampalan Lapnran e, e,

IKU 5.5 \Jumtabilitas Kineria Perwakilan Provinsi Jawa Barat l'ﬂﬂ.u l'ﬂ'ﬂ.u- 100
Perzentase Ketepatan Waldu Penyampaian Laporan 5 o

IKU 5.6 Bul 100% 100% 100

IKU 5.7 | Jumlah Media Relation vang Dilaksanakan 2 4,9 103

IKU 5.8 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 95% 97, 12% 102,23
Tingkat Eepatuhan Pegawal terhadap Fode Etlk dam o

IKU 5.9 Perat Disiplin 10054 100% 100
Perzentase Pemenksa yang Memenuhi Standzr Jam " . o

IKU6.1 Pelatihan Pemeriksa 100% 88,520 88,52
Perzentaze Pemernksa yang Memenuhi Standar Jam o - .

IKU 6.2 Pelatihan Teknis/Marajerial (Mon P ikea) 0% 87.27% 06.97
Tinpgkat Kinerja Implementasi Anggaran di Linglmgan ey a =

IKU 7.1 Pervrakilan Provinsi Tavra Barat 82% 86,40% 103

74 /
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GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA
BPK PROVINSI JAWA BARAT 2017

Berdasarkan data bezzeting Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Barat per 31 Januari 2017, jumlah pegawai tetap adalah sebanyak 173 orang, dengan
komposisi laki-laki 110 dan perempuan 63 orang. Sedangkan jumlah pegawai tidak tetap adalah

25 orang

STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN GOLONGAN
KEPANGKATAN

LA TR NS D IFATI/E I CHIDIVAIN/BIV/CIN/DIV/E

STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN USIA

&l

11y
. 1}

. )
J!E :IEIE- 2530 31-3 6 IF-42 4348 4954 5560

STATISTIK PEGAWAI TETAP

BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL
4
4
1 1
Kepala Kepala Kepala Kepala Subbagian
Perwakilan Sekretariat Subauditorat

STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL , FUNGSIONAL, dan
ADM.UMUM
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STATISTIK PEGAWAI TETAP STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN JABATAN TERTENTU BERDASARKAN PENDIDIKAN

—d

W 52 51 DIV DIl DroSMA KPAASMEA STM SME SMFP

STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN UNIT KERJA
PERWAKILAN

m Pejabat Strukiural
m 5ub Auditorat Jabar |
= Sub Auditorat Jabar Il
® Sub Auditorat Jabar 11l
m Subbag SDM
® Subbag Keuangan
= Subbag Humas dan Tata Usaha Kalan
m Subbag Hukurm
Subbag Umum
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KINERJA PERWAKILAN

PROVINSI JAWA BARAT 2017

mesual dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/EK/I-XII1.2/7/2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Kevangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I|

4.

sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung,
Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung
Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Sub Auditorat Jawa Barat I1

sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyvai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuvangan daerah pada Pemenntah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bamjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga
terkait di lingkungan entitas tersebut.

Sub Auditorat Jawa Barat II1

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada pemernntah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekas1,
Kabupaten Pangandaran. Kota Bogor, Kota Bekasi. dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga

Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum,
hubungan masyarakat dan perpustakaan. protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas
dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag
Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM. Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi
Informasi dan Subbag Hukum.
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ANGGARAN DAN REALISASI

Pada Tahun 2017, Perwakilan memperoleh pagu anggaran sebesar Ep. 43.070.557.000.00 dan
sampai dengan bulan Desember 2017 telah direalisasikan sebesar Rp 39.280.105.044,00 (91.20%).
Secara rinci, perbandingan anggaran dan realisasi tersebut tersaj1 sebagai berikut.

Eealisasi tersebut dalam IKU 7.1 Tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di
Lingkungan

Perzeniane

K Hrallsasi
egiatan AngEaran. e

Pemertzsaan Fesanpan INepara dan
I | Pemamfauan  Fenyvelesatan  Ferupian 13175 T26 000,00 20 29R 035 BRG 00 a8 505
Hepora

Peleyvanim Kescloetimatan, Kehumasan

(551

L30ER1 00000 1157505 254,00 38,035

dan Herjasama Loar Megen
3 | Menajemen Sumber Daya Meamusis 12 357.760 000,00 11,705,434 527,00 94715
4 I'LI:IQE".-:-III..I.I:I; dan © Egungjawikan SOE 15 211D FOLLRE R L R LI e
Reuangan Negara
3 Pmﬁmlﬂ_nmm fiam Fiezwman woeta T 0% 0GR O 7 % 204 BT S4R 00 94 37%%
Layanan Uiz ! ’
Total angzaran ARTREET00,00 IR.IED.105.044,00 #1200

Perwakilan Provinsi Jawa Barat mencapai skor 105 atau melebihi target vang ditetapkan sebesar
80%. Berikut tren persentase realisasi pencapaian IKU 7.1 dalam tiga tahun terakhir

L3 Farget fahun Realisasi
2016 2017 2018 2019 2020 | 7Tahun2016
7.1. Tingkat Kinerja
Implementasi An
P Linghongan | 80% 80% 85% 85% 90% 91,40%
Perwalilan Provinsi
Jawa Barat
- i
e = 4
T T e
N T e
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g

WMMeﬁlaﬁ rovinsi JawaiBarat#|'2017
A o S oy @




RENCANA DAN REALISASI
PEMERIKSAAN

Jenis
Pemeriksaan

Bencana
Pemeriksaan

Realisasi
Pemeriksaan

Keterangan

LK

28

28

# 28 Pemernksaan LEKPD

Kinerja

16

16

* 6 Pemeriksaan SAP Akrual -
Provinsi Jawa Barat, Kab.
Bandung, Kota Banjar, Kota
Tasikmalaya, Kab. Bogor, dan Kota
Depok.

* 3 Pemeriksa AB Non Perpipaan -
Kab. Sukabumi. Kab. Sumedang,
Kab. Cianjur

* 1 Pemeriksaan BPD Bank Jabar
Banten

* 2 Pemeriksaan Program
Kemiskinan : Provinsi Jawa Barat
dan Kab. Garut.

* 4 Pemeriksaan Manajemen Aset :
Provins: Jawa Barat, Kab. Cirebon,
Kab. Karawang Kota Bekasi

PDTT

* 4 Pemeriksaan Pendapatan
Daerah: Kota Bandung. Kota
Cirebon, Kab. Subang, dan Kab.
Bekasi

* 1 Pemerniksaan Pendapatan dan
Biava PT. Jasa Sarana

* O Pemeriksaan Belamja Daerah :
Provins: Jawa Barat, Kab.
Bandung, Kota Banjar, Kab.
Pangandaran, Kab. Bogor, Kab.
Cianjur, dan Kab. Purwakarta

* 1 Pemeriksaan Manajemen Aset :
Kota Cirebon

Bantuan
Parpol

28

28

*28 Pemeriksaan Bantuan Parpol

Jumlah

87

87
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SARANA DAN PRASARANA
PERWAKILAN

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar
Ep215.696.351.00 (dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima
puluh satu rupiah) jumlah tersebut terdinn dan saldo awal sebesar Epl83. 987 780,00 (seratus
delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Ep31.708.571,00 (tiga puluh satu juta
tujuh ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uralan Saldo Awal Mutasi Saldo Akhar
(Ep) (Rp} (Rp)

117111 Barang 114.736. 879,00 | 46.962.335,00| 161.699.214.00
Konsumsi

117113 Barang 57.000.00 -57.000,00 0.00

Untuk
Pemeliharaan

117114 | Suku Cadang 1.166.501.00 3.498.099.00 4 664 600,00

117131 | Bahan Baku 965.100.00 -965.100,00 0.00

117199 | Persediaan 67.062.300,00 | -17.729.763.00 | 49332.537.00
Lainnva

JUMLAH 183.987.780.,00 | 31.708.571.00 | 215.696.351,00

Total nilai barang persediaan vang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Ep(. 00 (nol
rupiah) vang terdir1 dar barang persediaan dengan kondisi rusak senilar Ep( 00 (nol rupiah) dan
kondis1 usang senilai Ep0 (nol rupiah).

Berikut Perbandingan antara Nilan BMN vang disajikan dalam laporan barang dan laporan
keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2017 per akun neraca.

No Urailan Neraca Laporan Barang Laporan Keuangan
1. Persediaan 215.696.351,00 215.696.351,00
2. Tanah 165.777.099.000,00 163.777.099.000,00
3. Peralatan dan Mesin 34.594 944 820,00 34.594 944 820,00
4. Gedung dan Bangunan 59.931.852.000,00 59.931.852.000,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 14114128 307,00 14.114 128.307.00
6. Aset Tetap Lainnva 186.993.617.00 186.993.617.00
7. KDP 0,00 0,00
g Aset Tak Berwujud 680.634.440,00 680.634.440,00
Q. Aset Lain — lain*) 1.056.834 440,00 1.056.834 440,00

Total 275.877.548.535.00 275.877.548.535.00

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilat BMN yang dihentikan penggunaanya dart
operasional pemerintah.
—Laparan-Jahunan-BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat | 2017
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TELAAH
HUKUM

PERWAKILAN

Permintaan Pendapat Hukum

Topik

Asal Surat

Pendapat Hukum atas
permasalahan "Biaya
Perjalanan Dinas Pimpinan dan
Anggota DPED".

32ND/XVIILBDG 1.5/03/201
7 tanggal 7 Maret 2017

Ketua Tim Interim
LEKPD Kabupaten
Bandung Tahun
2016

Pendapat Hukum atas Temuan
Pemeriksaan LKPD pada
Pemernintah Kota Bogor TA
2016 berjudul Pendapatan
Retribusi IMB, HO, dan PPTR
pada Badan Pelayvanan
Penizinan Terpadu Dan
Penanaman Modal (BPPTPM)
Kota Bogor sebesar
Rp2.223.424 202,00 Tidak
Disetorkan Ke Kas Daerah.

9T/IWND/XVIIL.BDG.1.5/08/2017 tanggal 5 September

2017

Pendapat atas Konsep LHPIA
dugaan TPK pada Pekerjaan
Pembangunan GOE. Sport Hall
Kabupaten Garut TA 2016

105/ND/XVIILBDG.1.5/10/20
17 tanggal 2 Oktober 2017

Kasubaud Jabar I1

Pendapat Hukum atas Temuan
Pemeriksaan Pengelolaan Aset
Tetap Pemerintah Kota Cirebon
Belum Memadait Dalam LHP
LEPD Pemerintah Daerah Kota
Cirebon TA 2015

104/ND/XVIIBDG.1.53/10/20
17 tanggal 2 Oktober

Pendapat atas Pemungutan
Retribusi Izin Gangguan
Berdasarkan Perda Kabupaten
Cirebon Nomor 4 Tahun 2012

141/ND/XVIILBDG.1.5/12/20
17 tanggal 15 Desember 2017

Kasubaud Jabar I1
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TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK

1. Sezual dengan rekomendasi 14.148 62.98%
2 Belum Sesuai dengan rekomendasi 4783 23532%
3.  Belum Dutindaklanjuti 1521 T.432%
4. Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alazan yang sah a0 0.29%

Status TLRHP Semester |l 2017

7.429,  (0-29%

M Sesuai dengan
rekomendasi

M Belum Sesuai dengan
rekomendasi

M Belum Ditinda klanjuti

M Tidak Dapat ditindaklanjuti
dengan alasan yang sah
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PUSAT INFORMASI DAN
KOMUNIKASI JABAR

Permintaan Informasi Publik 2017 Pengaduan Masyarakat 2017
1 Klasifikasi Pemohon 1 | Klasifikasi Pengadu

Mahasiswa 115 73.72% Individu 11 31.43%
Instansi (APH, Kanwil, 10 6.41% Badan Hukum 13 37.14%
EPED) Kelompok Orang 11 31.43%
Parpol 0 0% 2 | Topik Pengaduan
Perseorangan 8 5.13% Permohonan Pemeriksaan 5 14.28%
Media 7 4.49% Informasi Penvimpangan 28 80%
LSM 16|  10.25% LHP 0 0%

2 | Data yang Kepegawaian 1 2.86%
Dimohonkan Informasi BPK vang di 0 0%
LHP 123  78.85% publikasikan
Non LHP 33 21.15% Lain — lain 1 2.86%

3 | Mekanisme 3 | Mekanisme Pengaduan
Permohonan _ Surat 34 97.2%
Surat 33 ZLI:_’ ?f'_:' Datang Langsung 1 2.8%
Datang Langsung 123 78.85% 4 | Tindak Lanjut

4 Pd::menulmn Data vang Proses 0 0%
Dimohonkan - :

- : — — Ditolak ] 0%

Dipenuhi 2] 99.35% Selesai 35 100%
Ditolak 1 0.65% i

PUBLIKASI

| Jumlah kegiatan media relations 5 Kegiatan

- Jumlah pengaduan masyaralcat | 35 surat/dokumen

Jumlah permohonan informasi puhl:k | 15 6 pem}ﬂhﬂﬂan

Laporan Tahuna
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BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
J1. Moch Toha No.164 Bandung 40243
Telp./Fax 022-5207294/022-52078928

www.bandung.bpk.go.id



